KEBIJAKAN DIREKTUR RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

NOMOR : 900 / 18183a /2018

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA BLUD
TAHUN ANGGARAN 2019

DIREKTUR RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka kelancaran penatausahaan

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD
Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2019,
perlu membuat Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja BLUD RSUD Prof. Dr.
Margono Soekarjo Tahun Anggaran 2019;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Kebijakan Direktur tentang
Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja BLUD RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
Tahun Anggaran 2019;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286),

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

10.Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

17.

Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara  Republik Indonesia  Tahun 2004  Nomor
90,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712),



12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576)sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

15. Peraturan Pemerintan Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614),

18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737);



19.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272),

23.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

24 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);

25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun
2003 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2003 Nomor 111);

26.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 7);

27.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2014 Nomor 17);

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011



Menetapkan :

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah,;

30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah
Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

34.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabillitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2010 Nomor 86);

35. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 58);

36. Peraturan Gubernur  Nomor 89 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120
Tahun 2016  tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Tengah;

37.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2018
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

PEDOMAN  PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BLUD RSUD
PROF DR MARGONO SOEKARJO PURWOKETO TAHUN
ANGGARAN 2019.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Dokumen Pelakanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh
Pengguna Anggaran.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit
kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungandan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap
kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan
pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku
pada BLUD yang bersangkutan.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD
adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian
dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Fleksibiltas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-
batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan
BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran
bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

Belanja BLUD adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

Surat Perintah  Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD yang
selanjutnya disebut SP3B BLUD adalah surat perintah yang diterbitkan oleh
Pimpinan BLUD kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan
pendapatan dan/atau belanja.



10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab BLUD yang selanjutnya disingkat SPTJ BLUD
adalah pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh Pimpinan BLUD atas
pendapatan dan/atau belanja.

11. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD vyang selanjutnya disebut
SP2B BLUD adalah surat yang diterbitkan oleh Bidang Perbendaharaan BPKAD
selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan/atau
belanja berdasarkan SP3B BLUD.

12.Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang
dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh
penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.

13.Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah
dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program,
kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

14.Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

15.Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

BAB Il
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Pasal 2
(1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional
yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
(2) Semua penerimaan dapat digunakan secara langsung untuk membiayai operasional
rumah sakit sesuai dengan RBA- BLUD.

Pasal 3
(3) Uang milik Daerah yang dikelola oleh BLUD, yang menurut perhitungan dalam
kurun waktu tertentu belum digunakan, dapat didepositokan sepanjang tidak
mengganggu likuiditas keuangan.
(4) Bunga deposito atas penempatan uang daerah yang dikelola BLUD pada bank
umum merupakan pendapatan BLUD.

Pasal 4
(1) Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa
pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari
penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa
termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat
penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan
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barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan BLUD.

(2) Denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan diakui sebagai lain- lain
pendapatan asli daerah yang sah pada BLUD.

BAB Il
AKUNTANSI KEUANGAN BLUD

Bagian Kesatu

Sistem Akuntansi

Pasal 5

Sistem akuntansi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa
Tengah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Bagian Kedua

Kebijakan Akuntansi
Pasal 6

(1) Kebijakan akuntansi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan GubernurJawa
Tengah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

(2) Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun anggaran
dimuat dalam catatan atas laporan keuangan tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7
(3) Direktur RSUD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan BLUD
yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung ke dalam laporan keuangan
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Pemimpin BLUD sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan BLUD
yang disampaikan kepada kepala daerah dan diaudit oleh pemeriksa
ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB |V
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola

Pasal 8
(1) Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari :
a. Pemimpin;
b. Pejabat Keuangan; dan c. Pejabat Teknis.
(2) Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
(3) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(4) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada
Pemimpin BLUD.



Pasal 9
(1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a,
merupakan Pejabat Pengguna Anggaran/barang daerah mempunyai tugas dan
kewajiban :
a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi
penyelenggaraan kegiatan BLUD;
b. menyusun Renstra Bisnis BLUD;
menyiapkan RBA,
d. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada
Gubernur sesuai ketentuan;
e. menetapkan Pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain Pejabat yang
telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta
keuangan BLUD kepada Gubernur.

(2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan
keuangan BLUD.

o

Pasal 10

(1) Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf
b yang mempunyai tugas dan kewajiban :

a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;

menyiapkan DPA-BLUD;
melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;

menyelenggarakan pengelolaan kas;

melakukan pengelolaan utang piutang;

menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan

T@ =~ 0 o o0

menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

(2) Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagaimana penanggung jawab
keuangan BLUD.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Pejabat Keuangan dibantu oleh
Pejabat/ Staf yang mempunyai fungsi Perencanaan, Perbendaharaan,
Verifikasi dan Akuntansi yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 11
(1) Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf ¢
mempunyai tugas dan kewajiban :
a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan

c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
9



(2) Pejabat teknis BLUD dalam  melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai
penanggung jawab teknis di bidang masing-masing.

(3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber
daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Pejabat Teknis dibantu oleh
Pejabat/Staf yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang
masing-masing.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Anggaran

Pasal 12
(1) Dokumen pelaksanaan PPK-BLUD terdiri dari :

a. DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD terdiri dari pendapatan dan
biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang/jasa yang akan
dihasilkan;

b. Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola BLUD; dan

c. Format register/buku penatausahaan PPK-BLUD disesuaikan dengan
format-format yang berlaku pada SKPD sesuai dengan kebutuhan.
(2) Pemimpin BLUD dapat mengajukan angka ambang batas anggaran dalam RBA

kepada Gubernur dan ditetapkan dalam DPA maksimal 10%.

(3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan
perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara
definitif.

Pasal 13

(1) BLUD dapat membuka rekening pada bank umum untuk menyimpan dan
menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran
pengeluaran BLUD.

(2) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya di luar APBN
dan APBD dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

(3) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan :
a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
pemungutan pendapatan atau tagihan;
penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
pembayaran;
perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan

-~ 0 a0 T

pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh
pendapatan tambahan.

10



(4)

Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas
BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 14

Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat :

a.

® Q00U

(1)

pendapatan/biaya;
penerimaan/pengeluaran;

utang/piutang

persediaan, aset tetap dan investasi; dan

ekuitas dana.

Pasal 15
BLUD dapat melakukan pinjaman/hutang sehubungan dengan kegiatan
operasionalnya.
Pinjaman/hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pinjaman jangka pendek.
Pinjaman diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan
bertanggungjawab dan pelunasan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan.
Pemanfaatan pinjaman/hutang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka
pendek hanya untuk menutup defisit kas.
Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada PPKD
dan membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab

Pasal 16

Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 didasarkan pada
prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.

(2) Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara

(1)
(2)

(1)

(2)

tertib, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 17
Pemimpin BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.

Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
kepada PPKD.

Pasal 18
Seluruh pendapatan BLUD kecuali yang berasal dari APBD dan APBN,
dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening
kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD dan dilaporkan kepada PPKD
setiap bulan.

Pendapatan BLUD dapat diterima dengan cara tunai maupun fasilitas
i |



pembayaran melalui Kartu Debet dan Kartu Kredit yang dikeluarkan oleh Bank
Umum Nasional yang teknis pelaksanaannya diatur oleh Pemimpin BLUD.

(3) Pendapatan melalui fasilitas perbankan tersebut diakui setelah dana masuk
ke rekening BLUD.

(4) Seluruh pendapatan BLUD kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola
langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

(5) Piutang BLUD dikelola penuh oleh BLUD dan dapat digunakan sebagai biaya
operasional BLUD.

Pasal 19
(1) Biaya operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD
dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
(2) Biaya non operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD
dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 20

(1) Penyampaian pertanggungjawaban atas seluruh pendapatan dan
pengeluaran biaya BLUD yang bersumber selain dari APBD dan APBN dilakukan
dengan menerbitkan SP3B BLUD untuk disampaikan kepada SP3BBUD Up.
Kepala Bagian Perbendaharaan.

(2) Penyampaian SP3B BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

(3) SP3BBLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Surat
Pernyataan Tanggungjawab BLUD (SPTJ BLUD), Laporan Pendapatan,
Laporan Biaya, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas vyang
ditandatangani oleh Pemimpin BLUD.

(4) Berdasarkan SP3B BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bagian
Perbendaharaan pada Biro Keuangan menerbitkan SP2B BLUD.

Pasal 21

(1) RSUD  diberikan  fleksibilitas dalam  pengelolaan  barang, pengelolaan
piutang, perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan
keuangan, pengelolaan investasi, pengelolaan utang, dan pengadaan barang
dan jasa.

(2) RSUD diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan antara lain dapat
menggunakan seluruh pendapatan sesuai RBA tanpa terlebih dahulu disetorkan
ke Rekening Kas Umum Daerah.

(3) Fleksibilitas sebagaimana ayat (1) tidak berlaku untuk anggaran yang berasal
dari APBN/APBD dan hibah terikat.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

Bagian Keempat
Kerjasama Operasional

Pasal 22
Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat melakukan
kerjasama dengan pihak lain.
Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
kerjasama operasi, kerjasama sewa menyewa, kerjasama sewa menyewa dan
kerjasama yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
Kerjasama dengan pihak lain sebagiman pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3)
merupakan pendapatan BLUD.

Bagian Kelima
Akuntansi

Pasal 23
BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar
akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia
untuk manajemen bisnis yang sehat.
Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya,
aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
BLUD dapat menerapkan akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan
persetujuan Menteri Keuangan.

BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan
berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan
dan ditetapkan oleh Gubernur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24

Dalam rangka penyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis
akrual sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2), pemimpin BLUD menyusun
kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis
layanannya.

Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan
pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.
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Bagian Keenam

Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 25

(1) Laporan keuangan BLUD terdiri dari :

a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai  aset,

kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;

. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya

BLUD selama satu periode;

. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas

operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang
menggambarkan  saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir

kas selama periode tertentu; dan

. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian

dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan
kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil’keluaran BLUD.
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa

eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 26

(1) Setiap semester dan tahunan BLUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan

keuangan lengkap yang terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan arus kas
dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk
dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 1

(satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

(2) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 27

Pengawasan pengelolaan keuangan BLUD berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Kebijakan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 31 Desember 2018

JD Prof. Dr. MARGONO

Dr-MARFADLIBNU JUNAEDI, Sp B
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